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UTALIKOTE KENDARI

PERATURAN DAEXEAH KOTA KENDARI

NOMOR 2 TATIUN 2OLL

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RATIIVIA? TUHAN YANG MAIIA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah

yang sangat penting guna membiayai pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk
memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas,

nyata, dan bertanggung jawab ;

b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

maka semua Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Pajak

Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud

dan pelimpahan urusan dari Pemerintah Pusat yaitu

pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan serta pelimpahan urusan dari Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pengelolaan dan

pemungutan Pajak Air Tanah perlu dituangkan didalam

Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali

ketentuan mengenai Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah.



Mengingat : 1. undang-undang Nomor 8 Tahun 1gB 1 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 9262) sebagaimana terah

diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2g
Tahun 2OOT tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata

cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OAT Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 474A\

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah ringkat II Kendari (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1g9s Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g2o6h

4. undang-undang Nomor rr rahun rgg7 tentang Badan
Penyelesaian sengketa p4ak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun rg97 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 368a);

5- Undang-Undang Nomor 19 Tahun LggT tentang psnagihan

Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Lggr Nomor 4a, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang Nomor rg rahun 2ooo
tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 19 Tahun
L997 tentang Penagihan pajak Dengan surat paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20oo Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3e87);

6. undang-undang Nomor 2g rahun rggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas d.ari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Ind,onesia
Tahun 1999 Nomor 7s, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3ga5);
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7. undang-undang Nomor 14 Tahun zooz tentang pengadilan

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao2
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a 189);

8. undang-undang Nomor 12 rahun 2oo3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oog
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

9. undang-undang Nomor L rahun 2oo4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ao4 Nomor s, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a3S5);

10. undang-undang Nomor 10 Tahun 2oa4 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor sg,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a38e);

1 1.. undang-undang Nomor 32 Tahun zoa4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo4 Nomor 12s, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44gr) Sebagaimana telah diubah
terakhir dengan undang-undang Nomor t2 Tahun 20og
tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 32
Tahun 2oo4 tentang pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor s9,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
48441;

12. Undang-undang Nomor 83 Tahun 2oo4 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa3g;

13. undang-undang Nomor 2g Tahun 2oog tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oog Nomor 13o, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun 19g3 tentang
Pelaksanaan undang-undang Nomor g tahun 19gl tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 32SS) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2s rahun 20oo tentang
Kewenangan Pemerintah dan pemerintah propinsi sebagai
Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ooo Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor B9S2);

16. Peraturan Pemerintah Nomor Tg rahun 2oo5 tentang
Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo5 Nomor l6s, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor gg tahun 2oor tentang
Pembagian urusan pemerintahan Antara pemerintah,

Pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupate nlKota,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoor Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a737);

18. Peraturan pemerintah Nomor 5g tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2ora Nomor s0, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

19. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2001
tentang penyidik pegawai Negeri sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari
Tahun 2001 Nomor 6);

2o. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor z rahun 20og
tentang urusan pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah
Kota Kendari Tahun 20Og Nomor 2).



Dengan Persetujuan Bersama

DDITAN PERWAIIILAN RAI(YAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN !

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KENDART TENTANG PAJAK
DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Kendari

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.

5. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang
di bidang Perpajakan Daerah.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang perpajakan

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang
berlaku .

Pajak Daerah yang selanju.tnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang tertutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
Terbatas, Perseroan Komonditer, persero, Badan usaha Milik Negara atau
Daerah dengan narna dan bentuk apapun, persekutua', perkumpulan,
{irma, Kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga
dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha rainnya .

Pajak Hotel adalah paiak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

7.

8.

9.
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10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih
dari 10 (sr:puluh).

11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran.

12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

L4. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

15. P4iak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau med.ia yang menurut bentuk,
susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan
untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan atau untuk
menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, orang atau badan
yang dapat dilihat, dibaca , didengar dan/atau dinikmati oleh umum.

17 - P4ak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

18' Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi
ja]atr umum yang rekeningnya di bayar oleh pemerintah Daerah.

19' Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

20' Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan
batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan
di bidang mineral dan batubara.

2L' Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
malpun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor.

22' Parkir adarah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang
tidak bersifat sementara.
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23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan

air tanah.

24. Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang

muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.

25. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas

Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

26. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah kota.

27. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara

tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

28. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar,
dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan

baru, atau NJOP pengganti.

29. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

30. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh pribadi atau Badan.

31. Hak ata"s Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk
hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

32. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat d.ikenakan
Pajak.

33. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

34- Masa Pajak adalah jangka waktu l{satu) bulan kelender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3
(tiga) bulan kelender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.



52- Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menJmsun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada
setiap tahun pajak berakhir.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas :

a. Pajak Hotel ;

b, Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kesatu

Pajak Hotel

Pasal 3

(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh Hotel.

(2) objek paiak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang
sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas
olah raga dan hiburan.

(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas
telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika,
transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola
hotel.

i*iltra_r.."-_--..-i_.*_ .. ._ -, 
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(4) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
adalah:

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau
Pemerintah Daerah;

Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrarna perawat, panti jompo, panti
asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis ; dan
Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh
hotel yang dapat dimarrfaatkan oleh umum.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

{2) wajib pqiak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan
hotel,termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan serta Rumah Kos;

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran atau
yang seharusnya dibayar kepada hotel, losmen, gubuk pariwisata, rvrsma
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan serta rumah kos.

Pasal 6

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar roo/o {sepuluh persen), khusus Rumah
Kost ditetapkan sebesar So/o (Lima persen).

Pasal 7

(1) Besaran pokok Pajak Hoter yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar
pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

{21 Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan rumah kos berlokasi-

b.

c.

d.

e.
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(3)

(41

Bagian Kedua

Pajak Restoran

Pasal I
(1) Dengan narna Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh Restoran.

(2) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

termasuk pelayanan yang disediakan oleh rumah makan, kafetaria,

warung, bar dan jasa boga/katering.

Pelayanan yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pelayanan penjualan makanan dan I atau minuman yang dikonsumsi

oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah restoran, trmah makan, kafetaria, warung, bar dan jasa

boga/katering yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. l.ooo.ooo,oo
(satu juta rupiah) per bulan.

Pasal 9

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli

makanan dan/atau minuman dari restoran, rumah makan, kafetaria,

kantin, warung, bar dan sejenisnya serta jasa boga/katering.
Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan

restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya

serta jasa boga/katering.

Pasal 1O

Dasar pengenaan pajak restoran ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran
yang di terima atau yang seharusnya diterima restoran, rumah makan,
kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya serta jasa boga/katering.

Pasal 11

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar \a vo (sepuluh persen)

Pasal t2

(1) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pdak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Pajak terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran, rumah
makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya serta jasa
boga/ katering berlokasi.

(1)

(21



reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah;

Pesan-pesan sosial yang disampaikan oleh lembaga sosial, ormas, dan
partai politik;

Pasal 19

Subjel< Pajak Reklame adalah orang pribadi atau
Reklame.

Badan yang mengunakan

(2) W4ib Pajak Reklame adalah orang
menyelenggarakan Reklame,

pribadi atau Badan yang

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang
pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan
tersebut.

Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga
tersebut menjadi Wdib pajak Reklame.

Pasal 2O

(1) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah Nilai sewa Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai sewa Reklame

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditetapkan berdasarkan nilai kontrak
Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan
faktor jenis, bahan yang digunakan, rokasi peReinpatan, waktu, jangka
waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

(a) Dalam hal Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (21tidak
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai sewa Reklame ditetapkan
dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) cara perhitungan Nilai sewa Reklarne sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah dengan cara menjumlahkan Nilai Jual obyek pajak Reklame
dengan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Hasil perhitungan Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) ditetapkan derrgan peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 2syo (dua puluh lima persen).

d.

e.

(U

(3)

(4t
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Pasal 22

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.

(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah Reklame tersebut
diselenggarakan.

Bagian Kelima

Pajak Penerangan Jalan

Pasal 23

(1) Dengan narna Pajak Penerangan Jalan dipungut bayaran atas penggunaan
tenaga listrik.

(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi seluruh pembangkit listrik.
(4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah :

a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh
Kedutaan, Konsulat, perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga
Internasional dengan asas timbal balik ;

c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas
tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait; dan

Pasal 24

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang
dapat menggunakan listrik.

(2j Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib pajak
Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.



Pasal 25

(1) Dasar Pengenaan Pajak ditentukan berdasarkan Nilai Jual Tenaga Listrik.
(2) Nilai Jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran,
Nilai Jual Tenaga Listrik adatah jumlah tagihan biaya beban/tetap
ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam
rekening listrik;

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik
dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik,
jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku
diwilayah daerah.

Pasal 26

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1O% (sepuluh persen).
(21 Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan

rninyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan
sebesar 3% (tiga persen).

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak penerangan

Jalan ditetapkan sebesar L,SVo (satu koma lima persen).

?asal27

(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan
dasar pengenaan sebagaimana dimaksud, d.aram pasal 2s.

(21 Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat
penggunaan tenaga listrik.

(3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk
penyediaan penerarlgan jalan.

Bagian Keenam
Pqiak Mlneral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 28

(1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut bayaran
atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:



(1)

(21

(1)

(21

(3)

(4)

(1)

(21

Pasal 29

Subjek Pqiak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi

atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau

Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 3O

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai
Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan

mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau

harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 adalah harga rata-rata
yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.

Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan

Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan
harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam

bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 31

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25o/o (dua

puluh lima persen).

Pasal 32

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan L,ogam dan Batuan yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pdak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di
wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian KetuJuh

Pajak Parklr

Pasal 33

(l) Dengan nanna Pajak Parkir dipungut bayaran atas penyelenggaraan tempat
parkir diluar badan jalan.

(2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang



disediakan sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri termasuk penyediaan

tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang
memungut bayaran;

(3) Tidak termasuk objek pqiak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah

Daerah;

b. Penyelenggaraarl tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan
oleh karyawannya sendiri;

c. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara
asing dengan azas timbal balik.

Pasal 34
(l) Subjek p4jak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

parkir kendaraan bermotor.

(2) wqiib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan tempat parkir.

(3) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2lwajib menjaga
keselamatan dan kenyamanan kendaraan ditempat parkir.

Pasal 35

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adatah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (t)
termasuk potongan harga Parkir dan Parkir Cuma-Cuma yang diberikan
kepada penerima jasa parkir.

Pasal 36

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 37

(1) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 35.

(2) Pdak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat parkir berlokasi.



Bagian Kedelapan

Pqjak Air Tanah

Pasal 38

(1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut bayaran atas pengambilan latau
pemanfaatan air tanah.

(2) Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah baik secara langsung ataupun tidak langsung dikomersilkan.

(3) Dikecualikan dari objek pajak air tanah ini adalah :

a. Pengambilan dan I atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar

rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta

peribadatan; dan

b. Pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah.

Pasal 39
(1) Subjek Pqiak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan

pengambilan dan I atau pemanfaatan air tanah;

(2) Wajib pqiak air tanah adalah orang atau Badan yang melakukan
pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 4O

(1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai per<llehan air tanah;

t2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau
seluruh faktor-faktor berikut :

a. Jenis sumber air;

b. Lokasi sumber air;

c. Ttrjuan pengambilan dan I ata.u pemanfaatan air;
d. Volume air yang diambil dan I atau dimanfaatkan;

e. Kualitas air; dan

f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan
/ atau pemanfaatan air.

(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat t2l
disesuaikan dengan kondisi daerah.

(4) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

22



Pasal 41
Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar zo a/o (dua puluh persen).

Pasal 42
(1) Besaran Pajak Air Tanah yang terutang

tarif sebagaimana dimaksud pada pasal

sebagaimana dimaksud pada pasal OO.,

{2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air
tanah diambil.

Bagian Kesembilan
Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan

Pasal 43
Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan
dipungut bayaran atas pemilikan,penguasaan dan/atau pemanfaatan
bumi dan/atau bangunan.

Objek P4jak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi
dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, d,an/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunaka' untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
a' jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti

hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan
dengan kompleks Bangunan tersebut;
jalan tol;

kolam renang;

pagar mewah;

tempat olahraga;

galangan kapal, dermaga;

g. taman mewah;

h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
i. menara.

(41 objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan p"ra".."r,
dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
a' digunakan oleh pemerintah dan Daerah untuk penyerenggaraan

pemerintahan;

dihitung dengan cara mengalikan

41 dengan dasar pengenaan pajak

{1)

(2)

(3)

b.

c.

d.

e.

f.
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asbes;
batu tulis;
batu setengah permata;
batu kapur;
batu apung;
batu permata;
bentonit;
dolomit;
feldspar;
gararn batu (hatitel;
grafit;
granitlandesit;

.grps;
kalsit;
kaolin;
leusit;
magnesit;
mika;
marlner;
nitrat;
opsidien;
oker;
pasir dan kerikil;
pasir kuarsa;

y. perlit;
z. phospat;

aa. talk;
bb. tanah $erap tf,ullers earthl;
cc. tanah diatome;
dd.tanah liat;
ee. tawas (atum\;
ff. tras;
gg. yarosif;
hh. zeolit;
ii. basal;
jj. trakkit; dan
kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. kegiatan pengambilan Mineral Bukarr Logam dan Batuan yang nyata-

nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan
pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan
tiang listrik/telepon, penanarnan kabel listrik/telepon, penanaman
pipa air/gas;

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
merupakan ikutan dari kegiatan pertambang"n lainnya, yang tidak
dimanfaatkan secara komersial. ' ,



b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis

dengan itu;
d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan hutan
negara yang belum dibebani suatu hak;

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik; dan

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

{5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap wajib
pajak ditetapkan sebesar Rp. 1O.0OO.OOO,-

,'

Pasal 44
(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang

pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang
pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 45
{1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan

adalah NJOP.

{2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) ditetapkan setiap 3
(tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap
tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

{3) Penetapan besarnya NJop sebagaimana dimaksud pada ayat tzt
dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 46
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar
O,2o/o (nol koma dua persen).

_ 
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(1)

(21

Pasal 47
Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal

45 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal a3 ayat (41.

Pasal 48
Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan
objek pajak pada tanggal 1 Januari.
Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak
objek pajak.

Pasal 49
Pendataan dilakukan dengan menggunakan SpOp.

sPoP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala
Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal
diterimanya SPOP oleh Subjek pqjak.

Pasal 5O

Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan Sppl.
Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
a. sPoP sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 y^ IA tidak

disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara terfulis oleh
Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah
pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung
berdasarkan sPoP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Bagian Kesepuluh
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 51

Dengan nama Pqiak Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
dipungut bayaran atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

objek Pajak Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(3)

{1)

(21

(1)

(2)

(1)

(2)
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(3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (t) meliputi:
a. pemindahan hak karena:

1) jual beli;

2) tukar menukar;

3) hibah;

a) hibah wasiat;

5) waris;

6) pemasukan dalam perseroan atal badan hukum lain;
7) pemisahan hak yang mengakibafkan peralihan;
8) penunjukan pembeli dalam lelang;

9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum
tetap; 

,

1O) penggabungan usaha;
11) peleburan usaha;

12) pemekaran usaha; atau
13) hadiah.

b. pemberian hak barr karena:

1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2l di luar pelepasan hak.

(4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;

c. hak guna bangunan;

d. hak pakai;

e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

(5) objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :

a' perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik;

b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan danlatau untuk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c' badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau
perwakilan organisasi tersebut;

d' orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan
hukum lain dengan tidak adanya perubahan narna;

rs",,.,.,,,, t *



, e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 52
(1) Subjek Pqjak Bea Perolehan Hak atas Tanah d.an Bangunan adalah orang

pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.

(21 Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang
pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah danlatau
Bangunan.

Pasal SB

(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
Nilai perolehan Objek pajak.

(2\ Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
hal:

a. jual beli adalah harga transaksi;
b. tukar menukar adalah nilai pasar;

c. hibah adalah nilai pasar;

d. hibah wasiat adalah nilai pasar;

e. waris adalah nilai pasar;

t' pemasukan dalam peseroan atau badan hukum iainnya adalah nilai
pasar;

g' pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
h' peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai

kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
i' pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak

adalah nilai pasar;
j' pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adatah nilai

pasaf;

k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
1. peleburan usaha adalah nilai pasar;
m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
' penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang

tercantum dalam risalah lelang.
(3) Jika Nilai Perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah
daripada NJop yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan
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Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, d.asar pengenaan yang
dipakai adalah NJOP pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Besarnya Nilai Perolehan objek Pajak Tidak Kena pajak ditetapkan
sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wdib
Pajak.

(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
ketumnan lurus satu derajat ke atas atau satu d.erajat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai perolehan objek pajak
Tidak Kena p4iak ditetapkan sebesar Rp 3oo.ooo.0oo,oo (tiga ratus juta
rupiah).

Pasal 54
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesa r s%o
(lima persen).

Pasal 55
Besaran pokok Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 setelah dikurangi Nilai Perolehan objek pajak Tidak Kena
Pajak sebagaimana d.imaksud dalam pasar s3 ayat (4) dan ayat (s).
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di
wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada

Pasal 56
saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan ditetapkan untuk:
a' jual beli adalah sejak tanggar dibuat dan ditandatanganinya akta;
b' tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya

akta;

hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan rnendaftarkan peralihan
haknya ke kantor bidang pertanahan;

f' pemasukan datam perseroan atau badan hokum lainnya adalah sejak
tanggal dibuat dan ditandatanganipya akta;

g- pemisahan hak yang mengakibatkan perarihan adalah sejak tanggal
dibuat dan ditandatanganinya akta;

{1)

{21

(1)

c.

d.

e.
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c' SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarhya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2o/" ldua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dwa puluh empat) buran dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 10o% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pqiak
tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan bagi wdib
Pajak yang melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

{5} Jumlah pqiak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2Yo (duapersen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) buran dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 62
Ketenfuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan
penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dan ketentuan
lainnya berkaitan dengan pemungutan Pajak diatur oleh Kepala Daerah
berdasarkan peraturan perundang_undangan.

Pasal 63
(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, spalpD,

SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud daiam pasai 6o ayat (3)
dan ayat (S) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian
SKPD atau dokumen rain yang dipersamakan, sprpD, sKpDKB, SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat {3) dan ayat (5) diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Surat Tagihan pqiak

Pasal 64
(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STpD jika :

a' pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;



(2\

(s)

Keputusan Kepaia Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seiuruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang
terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 69
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada

Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan
dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan
Banding.

Pasal 7O
(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan band.ing dikabulkan sebagian

atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembatikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2o/o (dwa persen) sebulan untuk paling
lama 24 (dlua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan salnpai dengan diterbitkannya SKpDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabuikan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar SO% (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi
dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 5o% (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenakan sanksi administratif denda sebesar \ooo/o (seratus persen)
dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan
pembayaran pajak yang telah d.ibayar sebelum mengajukan keberatan.

34



Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapanl dan Penghapusan

Pengurangaa Sanksi Admlnistratif

Pasal 71
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah

dapat membetulkan sPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau srpD, sKpDN
atam SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesa-lahan tulis
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan pe{pajakan daerah.

(2) Kepala Daerah dapat :

a" mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya;

b. mengrrrangkan atam membatalkan SPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atam

STPD, SKPDN atau SKFDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STpD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
diiaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.

BAB TV

PENGEMBALIAH KELEBIHAN PEITTBAYARAN

Pasal 72
(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, weiib pajak dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
(2) Kepala Daerah dalafn jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebegaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,



(7\

(4)

(s)

{6}

(1)

{2)

(3)

(4)

permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan

SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama
1 (satu) buian.

Apabila wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran P4fak dilakukan setelah lewat 2
(dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
Pajak.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
KEDALTIWARSA PENAGIHAI'I

Pasal 73
Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaltrwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,

kecuali apabila Wajib Pajak meiakukan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah.

Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat Teguran dan/atau surat paksa ; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun

tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wqiib pajak.

(s)
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Pasal 24
Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih iagi karena hak untuk
meiakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang pajak
Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 75
(1) wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit

Rp.300.000.0o0,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

{2J Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara
pembukuan atau pencatatan sebagai.mana dimaksr.rd pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 76
(1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan-undangan
perpajakan daerah.

(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib:
a' memperlihatkan dan atau menunjukkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek pajak yang terutang;

b' memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Tata cara pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VII
INSEI$TIF PEMUNGUTAIS

Pasal 77
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak capat diberi insentif atas

dasar pencapaian kinerja tertentu.

(1)

(2)

{3}
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{1)

{2)

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (U diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 78
Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib pajak dalam
rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpaj akan daerah.
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan
ayat (21adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli
dalam sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi
Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang
keuangan daerah.

{4) Untuk kepentingan daerah, Kepala Daerah berwenang meinbe ri izin tertulis
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib pajak kepada pihak
yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara pidana dan
Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, untuk memberikan dan memperlihatkan bukti
tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.

{6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (s) harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

t3)
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BAB IX
PEITNDII(AN

Pasal 79
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(21 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang.diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) wewenang penyidikan sebagimana dimaksud pada ayat {1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti mengenai keterangan
atau laporan perkenaan dengan tindak pidana bidang perpajakan
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap d.an
jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h' memotret seseorang yang dikaitkan dengan tindak pidana perpajakan
daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan dan/atau;
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(3)

(41

(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.o0o.ooo,00 (sepuluh
juta rupiah).

Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1)

dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya
dilanggar.

Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau
Badan selaku wajib Paiak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 83

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal g0,

dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

Pasal 82, dan Pasal 83 ayat (1)

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang
berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, sepanjang tidak diatur dalam peraturan

Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

{2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum diterbitkan,
peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

(1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 1o Tahun
1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Kendari Nomor 53 Seri A Nomor g);

(2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 12 Tahun
1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kotamadya Daera-h Tingkat
il Kendari Nomor 55 Tahun 1998 Seri A Nomor lo)sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2OO5

tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah



Tingkat II Kendari Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pqiak Hiburan
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2005 Nomor 16) ;

(3) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 13 Tahun
1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Kendari Nomor 56 Tahun 1998 Seri A Nomor 1L);

(4) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 ?ahun 2003 tentang Pajak Parkir
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2OO3 Nomor 23) ;

(5) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2OO3 tentang Pqiak
Restoran/Rumah Makan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2OO3

Nomor 13) ;

(6) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak

Rumah Kos ( Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2005 Nomor 5); dan
(7) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel

(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2005 Nomor 6), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Ketentuan mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mutai berlaku sejak tanggal

1 Januari 2OlI. Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku sejak

tanggal I Januari 2OI4.

Pasal 87

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Walikota



Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetalruinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Kendari.

Ditetapkan di Kendari
padatanggal tl t - 2011

w

Diundangkan di Kendari

padatanggal tl s1 ^ 2Al7

LEMBARAII DAERAH KOTA KENDARI TAIIUN 2O1I trIOMOR..a

Muda, Gol. lV/c
17 {98302 1 003
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah merupakan salah satu pungutan daerah sebagai sumber
pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan pajak daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan kead.ilan,
peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi
di daerah.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan
kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya
kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui kewajiban pembayaran pajak
daerah.

Selama ini pungutan daerah berupa Pajak diatur berdasarkan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun L997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
yang memberi kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk
memungut 7 (tujuh) jenis Pqjak. Selain itu, Kabupaten/Kota juga masih
diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pqiak lain sepanjang
memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2OIO, pengaturan mengenai Pqlak Daerah dan Retribusi Daerah
didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain:
1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak Daerah

Daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral
nasional;

2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut
ditetapkan dalam Undang- Undang (Clo sed-list) ;

oleh daerah hanya yang

3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak
daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetaplian
dalam Undang-Undang;

4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang
tercanturn dalarn Undang-Undang sesuai kebijakan Pemerintah Daeiah;-

5. Pengawasan pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah dilakukan
secara preventif dan korektif;

6. Rancangan Peraturan daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi ha11s
mendapatkan persetujuan pemerintatr sebelum ditetapkan menjad.i
Peraturan daerah;

Selain dari pada itu, sesuai Undang-Undang tersebut terdapat penambahan
3 (tiga) jenis pajak Kabupaten/kota sehingga secara keseiunihan menjadi
11 (sebelas)jenis Pqiak, yaitu:

dan Retribusi
terhadap fiskal



1. Pqiak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. P4jak Hiburan;
a. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Lngam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
1 1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

:a,

Namun demikian, tidak seluruhnya jenis Pajak akan diatur datamPeraturan Daerah ini Khususnya Pajak Sarang Burung Walet mengigatpotensi daerah yang ada di Kota Kendari. oleh karenalitu, berda""ir.lt
pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pemerintah daerah
memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah ten-tang pajak Daerah
9engan berpedoman pada Undang-Und,ang Nomor 23 Tahtin ZOOS tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sekaligus mencabut/menggantT
perda-perda Kota Kendari yang mengatur tentangFajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (a)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pengecualian apartemen, kondominium dan sejenisnya
didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.



Pasal Z
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hiburan berurpa kesenian
ral<yat/ttadisional' adalah hiburan kesenian
rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan
dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh
semua lapisan masyarakat.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 2O
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.


